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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masalah vang amat menonjol dibicarakan oleh
masyarakat luas di daerah Kabupaten Padang Pariaman
akhir-akhir ini dalam bidang sosial budaya adalah
mengenai tingginya harga pembayaran perkawinan, yang
harus diserahkan oleh pihak rerempuan kepada pihak laki-
laki seolah-olah dalam sistem perkawinan adat di daerah
ini laki-laki itu dibeli oleh pihak perempuan. Harga
pembayaran yang begitu tinggi kadang-kadang menimbulkan
masalah dalam masyarakat. Sekarang ini dalam kenyataannya

lebih banyak terjadi pembayaran uang hilang.

Rumusan Hasalah

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat
dikemukakan masalah pendidikan sebagai berikut:

a. Bagaimana persepsi pihak pemerintah terhadap kawin
bajapuik, ditinjau dari aspek sosial budaya?

b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik,

ditinjau dari aspek-aspek budaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalsah yang ingin diteliti maka, tujuan
penelitian ini adalah: =
a. Ingin mélihat persepsi pihak pemerintah terhadap kawin
bajapuik ditinjau dari aspek sosial budaya.
b. Ingin melihat persepsi masyarakat terhadap kawin
bajapuik ditinjau dari aspek sosial budaya.
Selanjutnya hipotesis vang dianut penelitian ini
sesuail pula dengan tujuan penelitian dan masalah adalah

sebagai berikut:



a. Distribusi proporsi dari persepsi kelompok-kelompok
masyarakat, berarti perbedaan antara kelompok-kelompok
tersebut ditinjau dari aspek sosial budaya.

b. Ada kecénderungan pihak pemerintah untuk sedera
menghapuskan yang jemputan yvang jumlahnya menyimpang

dari adat.

4. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat
dikemukakan sebagai berikut:

a. Seﬁagai bahan masukan bagi pemerintah Daerali Tingkat
II Padang Pariaman vang dapat dijadikan umpan balik
dalam menangani masalah-masalah pembangunan khususnya
sosial budaya di Kabupaten Padang Pariaman dan
Sumatera‘Barat umumnya .

b. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan
menaruh perhatian mengenai pembangunan masyarakat dan
kebudayaan Minangkabau khususnya para pen=liti yang
ingin mengadakan penelitian di daerah Kabupaten Padang
Pariaman. '

c. Memperkaya khasanah kepustakaan nasional tentang

masyarakat dan kebudavaan Minangkabau umumnya dan
masyarakat Pariaman khususnya.

BAB I1I
KERANGKA TEORITIS

Di daerah Pariaman uang bajapuik ite pada hakekatnva
tidak diambil, seperti halnya dengan daerah Tilatang KRamang.
oleh karena uang bajapuik itu dikembalikan Jjuga, tetapi
tidak pada waktu itu, melainkan dikembalikan kemudian dalam
bentuk lain, biasanya dalam bentuk barang seperti perhiasan:
gelang emas atau kain, seperti apa vang disebut "paragiah

Jalang”, yaitu hadiah perkawinan. Biasanya nilai hadiah
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perkawinan yang diberikan melebihi dari uvang japuik vyang
diterima. Jadi uvang hilang di daerah Pariaman sama dengan
vang Jjapuik di daerah lain.

Banyak kaéus vang terjadi dalam masyarakat vang cukup
menggemparkan mengendi vang Jjemputan ini. Dari daerah
Pariaman diberitakan (Haluan, Sabtu 20 September 1980)
dengan pokok berita "Gagal Bersanding Gara-Gara Uang
Jemputan Macet"”. Peristiwa tersebut terjadi di Korong Sungai
Jilatéﬁg, Kanagarian Cimpago, Kecamatan Lima Koto RKampung
Dalam, Kabupaten Padang Pariman, mengakibatkan Eagalnya sang
anak daro nikah dengan marapulai karena tidak cukupnya uang
jemputan dan wuang hilang vyang akan diserahkan kepada pihak
laki-laki. Duduk persoalannya adalah sebagai berikut: Yn,
tergolong keluarga yang kurang mampu, mencarikan jodoh untuk
anak gadisnya Y1. Atas mufakat kedua belah pihak didapatkan
Jodoh, seorang 1aki—laki‘yang bekerja pada sebuah perusahaan
kontraktor di Pariaman dengan uang jemputah beberapa rupiah
mas serta uaag hilang Rp. 300.000,- di samping itu disertai
Janji akan menguruskan SK untuk bekerja sebagai pegawai
negeri. Dalam pesta perkawinan yang sedang berlangsung,
tunggu punya tunggu sang marapulai yang akan dinikahkan
dengan gadis Y1 tak juga kunjung tiba sehubungan dengan uang
Jemputan berupa rupiah emas dan uang hilang Rp. 300.000, -
belum diserahkan oleh ayah gadis itu kepada pihak laki-laki.
Akhirnya dengan berurai air mata sang gadis menangis di atas
pelaminan, sampai larut malam marapulai tak kunjung tiba.

Dengan adanya kasus-kasus dalam masyarakat seperti itu
aapakah uang Jjapuik dalam sistem perkaﬁinan adat Hinangkabau
perlu dihapuskan?

Kasus-kasus seperti di atas akan semakin merisaukan
bila dalam perkawinan itu uang japuik atau uang hilang sudah
dibayar, tetapi timbul perceraian tidak lama sesudah itu.
Ini benar-benar akan menimbulkan keadaan yang sangat
memilukan, inilah vyang harus menjadi prerhatian kita. Jelas
dalam hal ini yang menderita hanyalah satu pihak saja vaitu

pihak wanita.
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Berhubungan dengan banyak timbul kasus yang berkaitan
dengan uang Jjemputan, di daerah Padang Pariman maka timbul
bermacam-macam_ tanggapan baik dari pihak Pemerintah Daerah

Tingkat 11 Padang Pariaman maupun dari kalangan anggota

masyarakat vyang terdiri dari semua lapisan yang pada
pokoknya mengemukakan keberatan atas adanya kebiasaan
pembayaran uang Jemputan vyang sudah sangat menyolok
Jumlahnya dalam sistem perkawinan di daerah ini. Bahkan

beberapa kali seminar telah diadakan membahas tentang hal
itu. Terakhir diadakan seminar vyang diprakarsai oleh KNPI
Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun 1990 vang lalu d3i mana
dalam keputusan seminar menolak adanya kebiasaan pembayaran
uang Jjemputan.

Hasyarakat mulai bicara tentang ketidak setujuannya
terhadap yang jemputan dalam berbagai bentuk, melalu:i *sbaoh-
tokoh vang dianggap punya cengzruh dalap masyarakatnya.
Femerintah Daerazh mulaj pula bicara tentang pznolakan vang
Jemputan. Bupati Kepada Daerah Padang Pariaman di bawah
pimpinan Anas Halik pernah membuat surat edaran yang
melarang kebiasaan vang dianggap buruk itu setelah mendengar
pendapat dari beberapa " pihak atau golongan masyarakat,

disertai dengan ancaman hukuman bagi barang siapa vang

melanggar ketentuan yang tercantunm dalam surat edaran-edaran
tersebut.

Setelah keluarnya surat edaran tersebut kebiasaan uang
Jempuitan yang menyolok itu °~ dalam masyarakat tidak
berkurang, malahan sebaliknya menjadi. semakin merajalela.
bahkan tokoh-tokoh vyang selama ini menvokong benghapusan
kebiasaan yang diaangap tidak baik ini secara diam-diam ikut
merestul. Akhirnya kebiasaan pembayaran uang Jemputan dalam
sistem perkawinan di daerah Padang Pariaman telah menjadi
sebuah isyu vyang kontroversial dan telah mendapat perhatian
tidak saja oleh para perantau Minang di seluruh Indonesia
tetapl juga masyarakat luas secara nasional.

Berdasarkan fakta di lapangan secara selintas ada kesan

bahwa dalam masyarakat terjadi pro dan kontra uang jemputan
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dengan alasan 'yang cukup kuat untuk membenarkan pendapat
mereka masing-masing. Secara umum dapat dikatakan bahwa
kebiasaan pembayvaran uang jemputan dalam sistem perkawinan
di daerah ini menimbulkan dampak dalam ,masyarakat baik
dampak positif maupun dampak negatif, terutama dampak sosial
budaya. Penelitian vyang dilakukan oleh Yetraviza (19390)
melaporkan bahwa di Nagari Naras II] Koto, Keecamatan
Pariaman Utara terjadi dampak yarg berbeda-beda dalam bidang
sosial budaya, ada yang baik dan ada yang buruk. Dampak yang
paling Jjelek vang ditimbulkan oleh adanya kebiasaan
pembayaran uang Jjemputan adalah terjaadinya banyak kasus
perceraian sehingga di daerah itu banyak sekali terdapat
Janda-janda yang ditinggalkan cerail oleh suami mereka, agar
supami 1tu sesudah perceraian dapat menikah lagi dengan
perempuan lain yang memberikan uwvang jemputan pula.

Kalau kita pelajari dasar penerimaan uang jemputan bagi
mereka yang tidak menentang, bahkan membenarkannya memang
masuk akal dan dapat diterima. Sistem wvang Jjemput itu
nenungkinkan semua wanita mendapatkan jodoh atau dengan kata
lain dapat mencegah adanya perawan-perawan tua di kampung.
BAgi mereka yang menentang memang dasar penolakan juga dapat
merendahkan martabat seorang laki-laki karena telah dibeli

oleh pihak wanita.

BAB IIT
METODOLOGI PENELITIAN

1. Populasi dan Sawpel

Yang menjadi popuiasi dalam penelitian ini adalah
nagari dalam FKabupaten Padang Pariaman. YAng menjadi
sampel adalah 10 nagari berasal dari 10 kecamatan,

dipilih menurut metode stratified random sampling.
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Responden

Responden untuk tiap nagari direncanakan diambil 10
orang sebagai sumber data terdiri dari kelompok-kelompok
ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang
(wanita), dan pemuda. Masing-masing kelompok diwakili
oleh 2 orang. Namun -yang berhasil dikumpulkan hanya 88
responden.

Tenik pengumpulan data adalah dengan wawancara dibantu
pengamatan.

Alat pengumpul data adalah berupa daftar pertanyaan.
Teknik analisis data adalah dengan rumus:

(fo - fo)=2

feo

6. Variabel dan Definisi

8. Persepsi Pemerintah adalah salah

satu variabel dalanm
studi ini,

yang merupakan tanggapan dan o

endapat dari
pemerintah Tingkat 11

Kabupaten Padang Pariaman,

mengenai tradisi uang jemputan dalam sistem adat kawin

bajapuik.

Pendapat dan pandangan pemerintah ini dalam bentok
resmi yang merupakan hasil-hasil Seminar Lokakarya,
dan mungkin Jjuga putusan-putusan dari remerintah
Tingkat II FKabupaten Padang Pariaman. Pendapat dan
randangan pemerintah vang tidak sesuai vakni
maerupakan hasil interviu peneliti dengan kepala
pejabat pemerintah Tingkat IT1, mengenai kasus
bersanghkutan, di mana pejabat-pejabat sebagai sumber
informasi, di samping memiliki tugas yang berkaitan
Jjuga memiliki pengetahuan adat vang memadai.

b. Persepsj-Hasyarakat, adalah merupakan variabel dalam
bentuk pendapat, pandangandan tanggapan masyarakat

vang diwakili oleh pimpinan-pimpinan masyarakat

{r



1.

menurut golongan dan kelowmpok masyarakat. Pendapat dan
tanggapan masyarakat tersebut berupa penilaian
terhadap vang jemputan yang dilaksanakan dalam tradisi
kawin bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman dan
kaitannya dengan kehidupan masyarakat (sistem sosial)
begitu Juga Kaitannya dengan heblasaan-kehiissasn
(sistem budaya) yang menjadi regangan hidup masyarakat
baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dampak Terhadap Sesial, adalah rengaruh-rengaruh
kehidupan sosial di tengah masyarakat akibat
berkembang uang Jemputan vyang tidak sesuai dengan
Jemputan adat Minangkabau.

Dampak Terhadap Budaya, adalah pengaruh-pengaruh
rerubahan dan sikap dan nilai masyvarakat terhadap
kehidupan kultur dan budaya kawin bajapuik akibat
tidak sesuai besarnya uang jemputan;dengan kebiasaan

menurut- adat Minangkabau yang sebenarnya.

BAB IV
PENEHUAN DAN PEHBAHASAN

Analisis Data dan UkJji Hipotesis

a. Persepsi Masyarakat
Tabel 1.
Pengelompokan Responden Menurut Persepsi Tentang
Jenis Pewmbayaran Perkawinan Terbaik
. DAPURIU_JAPUIK|U.
NO| LAPISAN MASYARAKAT| N HILANG| LAINNYA
f % f % fl % f %
1 Ninik MAmak 16| 5131,25] 6}37,50( 4(25,00{ i B,25
Z Pemuda 13| 8{61,54| 3|23,08{ 2{15,38( 0| 0,00
3 Bundo Randuang 17| 6{35,29 6135,29] 1| 5,88 4(23,53
4 Cerdik Pandai 30 9{30,00116{53,33{ 2| 6,67 1{ 3,33
S Alim Ulsma 12| 4(25,00{ 4[25,00{ 4{25,00! 0| 0,00
JUMLAH 88|32 37 13 ]
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Secara Keseluruhan, maka semua golongan dalam
persepsi mefeka memberikan penil;aian terbaik terhadap
jenis uang pembavaran yang kedua yaitu Japuik, karena di
antara 88 responden vang berasal dari golongan-golongan
masyvarakat tersebut ada 37 orang vang lebih menyukai uang
japuik (42,5%), sedangkan untuk Jjenis pembayaran uvang
perkawinan yang 1lain 1lebih kecil angkanya dari 1itu.
Dengan demikian nyatalah kepada kita sbahwa mavoritas
masyarakat’ berpendapat uang japuik 1lebih baik dari pada
jenis lainnya. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan kita
semuaw mengsapa mayoritas masyarakat 1lebih menginginkan
vuang japuik dari pada Jjenis uvang pembayaran perkawinan
lainnya, oleh karena uang Jjapuik itu pada akhirnya akan
dikembalikan lagi.

Tabel 2.

Hubungan Persepsi Hasyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
Dengan Dampak Ekonomi

EKONOHI
NO|KELOMPOK MASYARAEKAT JUMLAH
MEMBERATEKAN TIDAK

1 Ninik Hamak 2 3,08 14 12,81 18

2 Pemuda 4 2,51 9 10,48 13

3 Bundo Kanduang 5 3,28 12 13,72 17

4 Cerdik Pandai 5 5,80 23 24,33 30

5 Alim Ulama 1 2,32 11 9,68 12

JUMLAH 17 71 88
Analisis hubungan berdasarkan tabel di atas
memperoleh koefisien X2 = 3,855, sedangkan koefisien Xz
dengan dasar kepercayaan 85% atan a = 0,05 (X2 0,05),

dengan df = 4 adalah 9,49. Dengan demikian terbuktilah X2
hit < X2 tab. Hubungan antara kedua wvariabel tidak

Wik |
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signifikan._ Tidak terdapat perbedsan persepsi antara
kelompok-kelompok masyarakat.
Tabel 3.

Hubungan Masyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
Dengan Dampak Sosial

HO|EKEELOHMPOK MASYARAKAT GADIS ThA JUMLAH
: A DA TIDAK
Hinik Mamak g | 10,183 7 5,82 16
2 Pamuda 10 3.27 3 4,732 13
3 Bundo Kanduang 3 10.82 g 6,18 17
4 Cerdik Pandail 22 19,09 3 10,91 30
5 Alim Ulama 7 7,64 S 4,36 12
JUMLAH 56 32 88
Konefisien X2 = 5,656, sedangkan koefisien X2 dengan
dasar kepé}cayaan 85% atau a = 5% (X2 0,05), adalah 9,49
dengan df = 1. Dengan demikian ternyata X2 hit ¢ X2 tab.

(5,856 <9,48), berarti hipotesis Ho diterima, tidak
terdapat perbedaan hubungan persepsi masyarakat dengan
gadis tua.

Tabel 4.

Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Rawin Bajapuik
Dengan Dampak Budaya

NO| KELOMPOK MASYARAKAT RAWIN KELUAR JUMLAH
BANYAK SEDIKIT

1 Ninik Mamak 11 12,91 | 5 3,08 16

2 | Penuda 11 | 10,49 | =z | z,51 | 13

3 Bundo Kanduang 16 13,72 1 3,28 17

4 Cerdik Pandai 23 | 24,20 7 5,80 30

5 Alim Ulama 10 9,68 2 2,32 12
JUMLAH 71 17 88

AN



Analisis hubungan berdasarkan Tabel 4 d1 atas,

memperocleh koefisien X2 = 3,862, sedangkan koefisen X2
dengan dasar kepercayaan 85% atau a = 5% (X2 -0,09),

adalah 9,49- dengan df-4. Dengan demikian ternyatalah X2
hit < X2 tab. (3,882 < 9,49), berarti Ho diterima, tidak
terdapat perbedaan hubungan persepsi dengan dampak budaya

kawin keluar.

b. Persepsi Pihak Pemerintah Terhadap Kawin Bajapuik

Masalah pembayaran perkawinan dalam sistem
perkawinan adat di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang
Pariaman sudah 1lama sekali menjadi perhatian pemerintah.
Mula-mula sekali mengenai masalah perkawinan di Pulau
Siberut yang dianggap oleh pemerintah terlalu tinggi pada
tahun 1950-an. Akhirnya berkat daya dan upaya pemerintah
menurunkan tarif pembayaran perkawinan di Daerah Siberut
tidak lagi menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial
budaya dari masyaraka*. Sekarang masalah yang serupa juga
muncul di daerah yang sama yaitu Daerah Tingkat I1 Padang
Pariaman Jjuga khusus dalam nagari-nagari pada i1
kecamatan:aalam kabupaten tersebut.

Pembayaran perkawinan di 11 kecamatan dalam
Kabupaten Padang Pariaman® dalam berbagai bentuk
penjelmaannya sudah umum berlaku di atanra bentuk-bentuk
pembayaran tersebut ada yang sangat memberatkan
masyarakat sekarang terkenal dengan uang hilang. Pada
mulanya tida ada yang bentuk begini, tetapi yang ada uang
japuik, yang akan dikembalikan lagi dalam bentuk hadiah
perkawinan yang nilainya melebihi wuang Jemputan vyang
diterima oleh pihak laki-laki. Tetapi hal itu sudah
berubah di mana uvang Jjemputan yang diterima oleh pihak
laki-laki tidak lagi dikembalikan secara utuh, hanya
sebagian saja atau tidak dikembalikan sama sekali kepada

pihak perempuan, sehingga berubah namanya dari gang

Japuik menjadi wang hilang.
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Atas keluhan-kelohan masyarakat bersarkan banyak
kasus vang Aterjadi sebagai dampak sosial budaya dari
perkembangan vang hilang maka pemerintah menanggapinya
secara sungguh-sungguh atas masalah yang berkembang dalam
masyarakat tersebut. Maka dimulailah kampanye anti uvang
hilang vang diprakarsai oleh pemerintah. Pada tahap
pertama pemerintah mengundang para pemuka masyarakat
terutama dari unsur adat vaitu golongan HNinik Mamak
pemangku adat Tingkat Kabupaten untuk menghadiri sebuah
pertemuan khusus di Pariaman.

Pemerintah mempunyaili persepsi vyang Jelas tentang
kebiasaan pembayaran uang hilang vyang berlaku dalam
masyarakat selama ini. Pemerintah menilai bahwa kebiasaan
pembayaran uang hilang dalam sistem perkawinan adat di
daerah Pariaman adalah tidak baik dan kebiasaan buruk ini
harus dihapuskan. Pemerintah merasa tidak senang terhadap
kebiasaan buruk i1tu. Sikap pemerintah Juga tegas bahwa

kebiasaan tersebut tidak disukal dan masyarakat luas

menyokong sikap pemerintah.

BAB V
RESTHPULAN

Kesimgulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab vang lalu maka
dapatlah ditarik kesimpulan dari penemuan-penemuan
sebagai hasil dari penelitian ini sebagail berikut:

a. Pendapat responden tentang Jjenis pembayaran uang
perkawinan terbaik adalah uang Jjapuik, ©bnukan uang
hilang.

b. Pendapat responaen tentang hubungan besar/kecil uvang
pembayvaran dengan prrestise ternyata hubungan 1itu

sangat erat sekali.

~
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Tanggapan masyarakat mengenal besar/kecil pembayaran
uang perkawinan dikaitkan dengan gelar ternyata
sebagian besar tersponden tidak setuju.

Tanggapan masyafakat mengenai bertentangan atau tidak
pembayaran uwang perkawinan menurut adat ditinjau dari
hukum Islam, sebagian besar responden menjawab tidak
\bertentangan.

Penguasaan arus informasi oleh masyarakat tentang
larangan pembayvaran uang hilang ternyata sebagian
besar dari warga masyarakat ada mengetahui larangan
tersebut.

Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan larangan uang
hilang. sebagian besar responden menjawab larangan
tersebut tidak dipatuhi.

Tanggapan masyarakat tetang dampak negatif uang hilang
ternyata sebagian besar responden; menjawab bahwa
dampak hegatif yang ditimbulkannya hanya sedikit.
Persepsi masyarakat terhadap hubungan uang hilang
dengan gadis tua sebagian. besar responden menjawab
bahwa hubungan itu tidak ada.

Tanggapan masyarakat tentang perempuan yang kawin
dengan orang luar, - bahwa sebagian besar responden
menjawab hanya sebagian saja tidak kawin ke luar.
Pendapat tentang keinginan masyarakat Pariaman vyang
kawin dengan laki-laki dari suwuku bangsa lain di luar
Pariaman sebagai akibat uang hilang, ternyata jawaban
reponden sebagian besar menjawab tetap memilih orang
Hinang sendiri, kedua orang Jawa.

Pendapat masyarakat tetang ada atan tidak ada
pembayaran perkawinan kepada laki-laki dari luar,
ternyata sebagian besar responden menjawab ada.
Besarnya pembayaran perkawinan terhadap laki-laki luar
Parisman sebagian besar responden menjawab pembayarsan

itu mencapai Rp. 3 Juta.
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m. Perasaan generasi muda senag/tidak senang terhadap
pembayaran perkawinan ternyata sebagian besar dari
mereka itu merasa tidak senang.

n. Alasan generasi muda vang tidak/kurang senang terhadap
wang pembayaran perkawinan ternyata sebagian Dbesar
responden menjawab bahwa hal itu tidak sesuai dengan
zaman .

o. Pendapat generasi muda tentnag gadis yang kawin dengan
orang luar terdapat perbedaan vyang berarti di atara
responden.

p. Persepsi masyarakat atas dampak sosial terhadap harta
pusaka ternyata sebagian besar dari responden menjawab

. adsa.

q. Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik
dengan dampak ekonomi, berdasarkan analisis hubungan
vang diuji dengan rumus, ternyata hubungan kedusa
variabel tidak signifikan. Tidak terdapat perbedaan
persepsi antars kelompok-kelompok masyarakat.

r. Hubungan pendapat masyarakat terhadap kawin bajapuik
dengan dampak sosial dalam hal 1ini perawa tua,
berdasarksn analisis hubungan setelah diuji dengan
rumus ternyata tidak terdapat hubungan persepsi
masyarakat dengan gadis tua.

s. Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik
dengan dampak budaya, dalam hal ini budaya kawin ke
luar, berdasarkan analisis hubungan setelah diuji
dengan rumus ternyata tidak terdapat perbedaan

hubungan persepsi dengan dampak budaya kawin ke luar.

Sarsn--saran

a. Sesuai dengan penemuan di lapangan bahwa ysebagian
besar masyarakat lebih menyukai bentuk uang bajapuik
_dari pada  uang hilang maka  disarankan agar
kecenderungan ini dapat disokong dan diperkuat dengan

cara melembagakannya melalui keputusan-keputusan, baik



oleh pimpinan informal maupun pemimpin formal misalnya
dengan méngeluarkan kaidah-kaidah hukum adat yang baru
oleh Kerapatan Ada’ Nagari (KAN) atau Peraturan Daerah
(Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat 11
Kabupaten Padang Pariaman, untuk melembagakan uang
Jjapuik aan sekaligus untuk menghilangkan budaya uvang
hilang. Artinya kebilasaan pembayaran uang Jjapuilk dapat
diteruskan, tetapi budava pembayaran uang hilang harus
dilenyapkan.

b. Disarankan agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) membuat
peraturan hukum adat yang mengatur tentang ganti
kerugian dalam hal perceralan terhadap pihak vang
dirugikan, dalam arti bahwa pihak yang salah dalam
kasus perceraian harus membayar atas kerugian vyang
timbul dengan cara pengembalian sumua atau sebagian
nang pembavaran perkawinan kalau perlu ditambah dengan
denda.
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